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PUTUSAN
Nomor 3666/Pdt.G/2023/PA.Ckr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, NIK. 3275026010790048, Tempat tanggal lahir, Palembang, 20
Oktober 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wirausaha
(Distributor/Home Industri), bertempat tinggal di
Waterfont South Silvercreek VII No.20 Lippo
Cikarang, RT.004 RW.019, Desa Cibatu, Kecamatan
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 27 September 1980, Umur 42 tahun,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan
Wirausaha (Manufactur), Bertempat tinggal di
Komplek Ruko Redwood Blok A No0.30, Kota
Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi

Penggugat;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember

2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada

tanggal 26 Nopember 2023 dibawah register nomor 3666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
118/118/1/2013, tertanggal 14 Januari 2013;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai begitupun
Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
bersama terakhir di rumah Penggugat di Cluster Astom Residen Ciantra,
RT.001 RW.013, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten
Bekasi.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana

layaknya suami isteri (ba’da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan
bahagia, namun sejak bulan September 2017 kondisi rumah tangga mulai
tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham
karena pandangan yang berbeda dalam hal membina rumah tangga;
5.2. Tergugat mempunyai sikap temperamental yakni suka berkata kasar
kepada Penggugat;
5.3. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait pemberian nafkah lahir
dan bathin;
6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada sekitar Bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
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tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena
keinginan sendiri dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri 4
tahun 9 bulan lamanya,;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh
kerena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang
sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah
dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan
cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan
mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cg. Majelis Hakim
berkenan membuka persidangpan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat telah hadir secara in person, Majelis Hakim mengawali persidangan

dengan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat

mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk
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menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis

menunjuk dan menetapkan Drs. H.A. Jazuli. M.Ag sebagai mediator yang

disepakati Penggugat dan Tergugat, namun telah ternyata berdasarkan laporan
tertulis dari mediator yang bersangkutan menyatakan upaya mediasi telah
dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesapakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya mengenai perceraian
tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi
percekcokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan
membenarkan semua penyebab perselisihan tersebut;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan
gugatannya, begitupun Terggugat telah pula menyampaikan dupliknya secara
lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti
surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/118/1/2023 tertanggal 14 Januari
2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, telah
diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah
mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata
cocok (P);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan,
Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain
dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hari Sakti bin Katiman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan

sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun
2013;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal di
terakhir dirumah Penggugat Astom Residen Ciantra, Kecamatan Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi sampai keduanya berpisah;

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan
harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan
bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat
dengan Tergugat berbeda pandangan dalam berumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1
(satu) tahun lamanya,;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah mendamaikan,
namun tidak berhasil.

2. llham Fajriansyah bin Hasan Badri, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
adik kandung Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun
2013;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal di
terakhir dirumah Penggugat Astom Residen Ciantra, Kecamatan Cikarang

Selatan, Kabupaten Bekasi sampai keduanya berpisah;
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- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan
harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan
bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat
dengan Tergugat berbeda pandangan dalam berumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1
(satu) tahun lamanya,;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah mendamaikan,
namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan tanggal 20 Desember
2023 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah
dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini,
Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat secara in person telah hadir menghadap di persidangan, hal
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Rl Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina
rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat dengan
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Tergugat tetap ingin bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 H.l.R. dan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat
dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur
mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator, dan Mediator
menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat
menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak
satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk
perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat
dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya
menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah

menyampaikan jawaban lisan yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan
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dalam bagian tentang duduk perkara, pada pokoknya Tergugat mengakui telah
terjadinya perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya
penyebabnya yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban pokok perkara Tergugat
telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana
ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 H.l.R. kepada Penggugat
masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerai,dan oleh
karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan
orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar
keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di
persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara,
terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan
selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah
memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di
kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah
mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka
sesuai Pasal 1888 B.W bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan
materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan
merupakan conditio sine qua non dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa
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Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai,
sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah
terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);
Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di
persidangan terdiri dari teman Penggugat dan adik kadnung Tergugat, kedua
Saksi yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk
diangkat menjadi saksi (vide Pasal 145 HIR dan Pasal 76 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah
menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 146 H.I.R), dan masing-
masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di depan persidangan (vide Pasal 147 HIR), sedangkan keberadaan
kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu
berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah melihat bertengkar dan keluhan
Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti
Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 3169 H.I.R dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a quo telah
terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;
Menimbang, bahwa keterangan Saksi | dan Saksi Il yang merupakan
teman Penggugat dan adik kandung Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan
yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,
ternyata saksi a quo dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan
akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan

saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi
ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di
dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 170 ayat (1)
dan 171 H.I.R Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam
menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya
karena bersesuaian antara keterangan saksi | dan saksi Il, yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta
tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan acara pembuktian tidak
mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka secara formal
Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-
daliinya sebagaimana dalam jawaban Tergugat, maka dalil-dalil jawaban
Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum
pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat
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bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi
pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan
perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991 serta Firman Allah S\W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21
yang berbunyi:
psdl G AN B o)) dan g Bage aSin Jaa g Ll 1Sl Lol gl aSedil (e aSd B o A3 Gy
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikianitu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk
mengabulkan petitum gugatan Penggugat point (1) dan point (2) dengan
diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat dikabulkan, maka
terhadap gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;
Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
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MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp590.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Tirmizi, S.H., M.H.sebagai
Ketua Majelis, Alvi Syafiatin. S..Ag.,M.H dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H,
masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khalida, S.Ag.,M.H sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin. S..Ag.,M.H. Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khalida, S.Ag.,M.H.
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Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran Rp 30.000
Biaya ATK Rp 50.000
Biaya Panggilan P/T Rp470.000
Biaya PNBP P/T Rp 20.000
BiayaRedaksi Rp 10.000

Biaya Materai. Rp. 10.000
Jumlah Rp590.000

2L A
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